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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Yuridis Normatif
“Penerapanan Asas Contra Legem Putusan Hakim Dalam
Perkara Waris (Studi Putusan Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”. Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, pertama bagaimana
pertimbangan hakim dalam menerapkan Asas Contra Legem
dalam putusan perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
Kedua Bagaimana penerapan Asas Contra Legem dalam
memutus perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
dengan prespektif Maqgosid Syari ah.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library
reserch), dengan menggunakan pendekatan normatif dengan
menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitik yaitu menjelaskan data-data yang dikaji. Bahan hukum
primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor
2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam duduk
perkara Penggugat menggugat harta peninggalan milik
alamarhum suaminya, namun dalam pembuktian harta tersebut
masih atas nama mertua Penggugat, dengan begitu kasus
posisinya berubah dan hakim memutus menggunakan petitum
subsider. Hakim menggunakan metode konstruksi hukum
dengan beralih dari ketetntuan pembagian harta bawaan Pasal
35 Ayat 2 UU Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan
kepada ketentuan harta bersama Pasal 35 Ayat 1 UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena apabila diterapkan,
maka tidak akan mencapai rasa keadilan berdasarkan fakta
kehidupan sehari-hari. Kedua, penerapan Asas Contra Legem
dalam prespektif Magosid Syari* ah bahwa sudah sesuai karena
dengan hakim menerapkan Asas Contra Legem sama artinya
bahwa hakim telah melaksanakan ijtihad untuk mencapai
suatu kemaslahatan dengan memperhatikan tiga landasan



utama dalam Magqgosid Syariah yang relevan meliputi
menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

Kata kunci: Waris, Asas Contra Legem, Maqgosid Syarr ah.
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MOTTO
“Man Jadda Wa Jadda”

“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada

kemudahan” (Al-Insyirah:6)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa
ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi
yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke
Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi
ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar
uraiannya adalah sebagai berikut:

A.  Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf latin Nama
Arab
\ Alif Tidak tidak
dilambangkan | dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik
di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik
di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De




3 Zal Z ze (dengan titik
di atas)

J Ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy es dan ye

o= Sad S es (dengan titik
di bawah)

o= Dad D de (dengan titik
di bawah)

b Ta’ T te (dengan titik
di bawah)

L Za Z zet (dengan titik
di bawah)

& ‘Ain ‘ koma terbalik

di atas

¢ Gain G Ge

s Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L ‘el

2 Mim M ‘em




J Nun N ‘en
3 Waw W W
o Ha’ H Ha
3 Hamzah ) Apostrof
< Ya’ Y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah

833234 ditulis Muta’addidah

EXYS ditulis ‘iddah

Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1.

Bila dimatikan ditulis h

ila Ditulis Hikmah

il ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab
yang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia,sepertisalat, zakat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

sW3Yda & | ditulis | Karamah al-Auliya’

Xi



3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah

kasrah dan dammah ditulis t atau h.

Shall 3G | ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
i Ditulis A
2. | - Ditulis I
3. Ditulis U
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis a
| IEN Ditulis | istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis a
i Ditulis unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis i
sl Ditulis | al-‘Alwani
4. | Dammah + wawumati | Ditulis u
pole Ditulis ‘ulum
l. Vokal Rangkap
1. | Fathah +ya’ mati | Ditulis Ai
ah e Ditulis | Gairihim
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2. Fathah + wawu
mati

Js

Ditulis Au
Ditulis

Qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

Al Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
a5 0SS oY Ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

oAl

Ditulis

Al-Quran

ool

-

Ditulis

Al-Qiyas

b.  Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan

mengikutinya, serta menghilangkan huruf |

huruf Syamsiyyah yang

(ehnya
A Ditulis Ar-Risalah
oLl Ditulis An-Nisa
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V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

sl dal | Ditulis Ahl ar-Rayi

daddl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

F. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia
dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,
misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun
sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku
Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab,
tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf
Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata
Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma‘arif

dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

O VR 9T
Uy laana Gl agsl 5l 1Al Y o agdl aalladl ) i aaal)
COpraal dmia gl e 5 gl el 5 eLnW) Gl e 23 g3l
n Ll
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat
oleh perkawinan dan sebagai makhluk sosial yang hidup
bersama di bawah satu atap. ! Perkawinan adalah
penyatuan dua lawan jenis anak adam antara laki-laki dan
perempuan dalam sebuah ritual agama yang
menghalalkan  hubungan biologis keduanya serta
menyatukan antara kedua keluarga. Tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga,
memiliki keturunan yang sah melalui hubungan biologis
untuk memperoleh nasab yang sah secara agama dan
negara agar mencapai keutuhan rumah tangga selamanya?

Menjalin sebuah rumah tangga tidak akan luput
dari problematika keluarga. Waris menjadi salah satu
problematika keluarga yang sangat sulit untuk
diselesaikan. Problematika waris muncul ketika dalam
tahap pembagian waris ada beberapa ahli waris yang

merasa pembagian tersebut kurang adil. Untuk

! Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada
Masyarakat Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1
Juni 2015, him.18.

2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang
Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” Yudisia, Vol.7 No.7
Desember 2016, him 412-413.



penyelesaian sengketa waris dibutuhkan pihak ketiga di
luar anggota keluarga yaitu lembaga atau badan hukum
yang dinilai mengerti dalam penyelesaian kewarisan agar
pembagian waris tetap adil.

Badan hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan
perselisihan waris adalah Pengadilan Agama yang berada
pada tingkatan pertama dengan Kketentuan pewaris
beragama Islam, sehingga penyelesaiannya berdasarkan
Hukum Islam dan dilaksanakan di Pengadilan Agama,
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.® Penyelesaian
sengketa waris yang menjadi wewenang Pengadilan
Agama adalah menentukan siapa saja yang menjadi ahli
waris, menentukan mengenai harta peninggalan,
menentukan  bagian  masing-masing ahli  waris,
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan
penetapan bagian-bagiannya.*

Waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
atau yang disebut KHI Pasal 171 bahwa hukum kewarisan

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

% Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

4 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang
Wewenang Pengadilan Agama.



pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris

dan berapa bagian masing-masing.® Waris juga diatur

dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU

Perkawinan) bahwa harta bawaan dari masing-masing

suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak

tidak menentukan lain.®

Adapun Bagian-bagian waris telah diatur dalam
Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

i B8 8% i s e S0 951 8 0 m

458 Calall L8 Baaly 0K )57 L G G (0 (334

3541 8 A A I8 &) 5 e () Lgia 2al5 (8

Lmy 335 e (L) 48580 41 (I8 678N 86400 2 )55

a5 280 Lo 2881 6508 Y K4S U200 5 fpam

LA Lalle Sl (140 (5 i b

Melihat dari peraturan pembagian waris dalam Q.S An-

Nisa ayat 11, hukum waris yang tertulis seharusnya dapat

menyelesaikan problematika pembagian waris dengan

5 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

6 Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974
tentang Harta Bawaan.

7Q.S An-Nisa’ (4):11.



mudah. Namun dalam praktinya banyak problematika
waris yang membuat perselisihan internal keluarga karena
faktor utamanya adalah perasaan tidak adil salah satu ahli
waris. Ketika undang-undang atau peraturan yang tertulis
tidak menciptakan rasa keadilan kepada seseorang yang
mencari keadilan, maka hakim wajib mencari hukum
tersebut seadil-adilnya.

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang
harus digunakan hakim terlebih dahulu untuk memutus
perkara. Apabila undang-undang tersebut tidak dapat
memenuhi rasa keadilan, maka hakim boleh mencari atau
menemukan hukum dengan tujuan untuk memenuhi rasa
keadilan melaui yurisprudensi, penafsiran hukum dan
konstruksi hukum. Hal yang pertama dilakukan hakim
dalam memeriksan, mengadili dan memutus perkara
adalah hakim harus menggunakan hukum tertulis yaitu
undang-undang, namun ketika undang-undang tersebut
ternyata tidak relevan dengan fakta kasus maka
diperbolehkan cukup mencari dan menemukan sendiri
hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.®

Menurut Anthon Freddy Susanto yang dikutip
oleh Muhammad Choiruddin bahwa undang-undang bagi

8 Ahmad Rifa’l, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif
Hukum Progresif, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him.6.



seorang hakim hanyalah tulisan yang sudah final,
sehingga dalam  ketentuan  tersebut  seringkali
memunculkan  penafsiran yang bermuara dalam
peradaban dalam pengambilan keputusan terhadap
prosedur penyelesaian waris.®

Penyebab munculnya sengketa waris adalah
beberapa ahli tidak mendapatkan keadilan hak waris
karena ketentuan pembagian waris. Hakim sendiri telah
membagi menurut ketentuan yang diatur dalam undang-
undang kewarisan, dimana undang-undang menjadi
pijakan utama dalam mengambil putusan. Namun tidak
selamanya undang-undang yang ada dapat mencapai
sebuah rasa keadilan.

Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara
harus berlaku adil mengingat tanggung jawabnya tidak
hanya pada diri sendiri melainkan kapada Tuhan Yang
Maha Esa, sebagaimana yang tertulis dalam irah-irah
putusan “Demi Kedilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.”? Seiring berkembangnya keilmuan, banyak
undang-undang yang kalimatnya kurang jelas atau kurang

lengkap untuk mengatur masalah-masalah hukum yang

o https://www.pta-
bandung.go.id/images/ARTIKEL WARIS_BADILAG.pdf diakses pada
tanggal 30 November 2022.

10 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cet. Ke-
1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him.27.
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semakin banyak dan beragam di kalangan masyarakat,
sedangkan hakim dilarang menolak memeriksa, mengadili
dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan
Kehakiman.!!

Hakim dapat menemukan atau menciptakan
hukum dalam upaya untuk mengejar rasa keadilan dengan
menerapkan Asas Contra Legem. Asas Contra Legem
dapat diterapkan oleh hakim dengan cara menciptakan
hukum atau yurisprudensi, penafsiran hukum dan
konstruksi hukum dengan beralih menggunakan undang-
undang yang lain untuk memenuhi suatu rasa keadilan.
Hal ini diperbolehkan dengan alasan apabila suatu perkara
dirasa tidak relevan dengan fakta kasus, maka hakim
berwenang untuk menerapkan Asas Contra Legem yaitu
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat

11 pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.



(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.!2

Penerapan Asas Contra Legem sudah sering
dilakukan oleh beberapa hakim dalam menangani
perkara-perkara, di antaranya adalah perkara waris. Pada
tanggal 16 April 2010, Mahkamah Agung memutus
permohonan kasasi pada perkara waris beda agama dalam
perkara K/Ag/2010. Pada putusan tersebut Mahkamah
Agung menerapkan Asas Contra Legem dengan alasan
bahwa isteri yang berbeda agama (non-muslim) yang telah
menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun
pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui
wasiat wajibah. Putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim
dan menjadi yurisprudensi.t®

Keberadaan  yurisprudensi  memiliki ~ fungsi
sebagai pedoman standar hukum yang memiliki sifat
menciptakan keseragaman presepsi hukum (Unifed Legal
Opinion) yang bertujuan untuk digunakan sebagai
landasan dasar hukum oleh hakim untuk mengambil

putusan mengenai hukum yang diterapkan dalam putusan

12 Glegel, Luh Gede Siska Dwi “Pelaksanaan Contra Legem
Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif, Kertha Semaya, Vol.1, No.10
(Oktober:2013), him.4.

13 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11
eadf086b58619323230333034.html diakses Pada tanggal 4 Juni 2023.
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terdahulu  diikuti  penerapannya dengan putusan
selanjutnya dengan kasus perkara yang sama.4

Penerapan  Asas Contra Legem  selain
menggunakan yurisprudensi dapat menggunakan metode
konstruksi hukum dengan menggunakan penalaran logis.
Berpikir secara logis seorang hakim untuk memunculkan
kejelasan hukum, adalah salah satu tujuan hakim untuk
memenuhi rasa keadilan. Pada kasus penelitian ini, hakim
menggunakan konstruksi hukum dengan metode analogi
hukum dalam menerapkan Asas Contra Legem untuk
menyelesaikan sengketa waris dengan cara hakim keluar
dari ketentuan harta bawaan yaitu Pasal 35 ayat (2) UU
Perkawinan dan beralih kepada ketentuan harta bersama
menggunakan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan karena
dalam kasus teresebut banyak peristiwa yang
mengiringinya seperti jasa-jasa penggugat kepada ahli
waris.®

Penerapan Asas Contra Legem oleh hakim untuk
mengejar rasa keadilan bukan berarti hakim memihak atau

menjatuhkan putusan perkara melebihi apa yang dituntut

14 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cet. Ke-
1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him.224.

15 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek
Hukum Acara Di Peradilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2
No.2 Juli 2013, him. 193



oleh para pihak (ultra petita), karena hakim tidak boleh
menjatuhkan putusan melebihi apa yang ada dalam
petitum primer. Putusan yang apabila dalam pemeriksaan
diketahui tidak sesuai dengan petitum yang diajukan dan
ternya posisi kasusnya menjadi berbeda, maka tidak dapat
diadili dengan petitum primer tersebut, melainkan harus
beralih kepada petitum subsider sebagai alternatif yang
berbunyi “Apabila Majelis hakim Berpendapat Lain
Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya” (ex aequo et
bono).®

Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengambil
putusan waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor 2482/Pdt.G/PA.Kab.Kdr yang telah menerapkan
Asas Contra Legem pada putusan waris. Pada putusan
tersebut, Penggugat ingin menggugat harta waris
peninggalan milik almarhum suaminya berupa tanah dan
bangunan. Para Tergugat membantah bahwa obyek
sengketa a quo adalah milik ibu mereka. Hakim dalam
membagi waris melalui dua tahapan pembagian yaitu
pembagian normatif dan pembagian filosofis.

Pembagian filosofis adalah pembagian yang
menerapkan Asas Contra Legem, dimana majelis hakim
berijtihad bahwa Penggugat memiliki jasa dan

pengorbanan merawat Penggugat selama 18 tahun dan

18 1bid.hIm.42.
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ikut merawat dan merenovasi rumah. Perbandingan
pembagian antar pembagian normatif dan pembagian
filosofis sangat berbeda. Pembagian akhir menggunakan
pembagian normatif, masing-masing mendapatkan bagian
berupa Penggugat 24 M? dan para tergugat masing-masing
mendapatkan 74 M?, sedangkan pembagian akhir yang
menggunakan pembagian filosofis masing-masing
mendapatkan bagian berupa Penggugat mendapatkan
bagian 54,94 M? dan para Tergugat masing-masing
mendapatkan 58,95 M2,

Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa
pembagian filosofis lebih adil dibandingkan dengan
pembagian normatif. Putusan Nomor
2483/Pdt.G/PA.Kabh.Kdr pernah diikutkan eksaminasi
yang mana putusan tersebut telah diperiksa oleh Badilag
dan meraih skor 97.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penyusun
tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan
tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan
Asas Contra Legem Putusan Hakim pada Perkara
Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr).”
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B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim menerapkan Asas Contra Legem
pada putusan perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/ PA
Kab.Kdr?

2. Bagaimana penerapan Asas Contra Legem dalam
memutus perkara Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dengan Prespektif
Magqosid Syart ah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui alasan hakim dalam
menerapkan Asas Contra Legem pada perkara
waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

b. Untuk mengetahui penerapan Asas Contra Legem
dalam memutus perkara Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dengan prespektif
Maqosid Syart ah Kegunaan penelitian

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoristis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat pengetahuan dan keilmuan,
terutama yang berkaitan dengan penelitian
penerapan Asas Contra Legem dalam perkara

waris.
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b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat menjadi masukan untuk para mahasiswa,
dosen dan akademisi pada studi Hukum Keluarga
Islam untuk untuk memperbaiki kekurangan
yang ada, serta dapat menambah wawasan dan
pengetahuan bagaimana menginterkoneksikan
antara teori (Das Solen) dan realita kasus (Das
Sein).t’

D. Telaah Pustaka

Penulisan telaah pustaka ini bertujuan untuk
menambah refrensi untuk peneliti untuk mengetahui
relevansi dan urgensi penelitian terdahulu agar dapat
dibedakan dengan penelitian baru serta meminimalisir
plagiarism. Berikut adalah Telaah pustaka dari peneliti
sebelumnya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nur Mazidah
(2017) dengan Judul “Analisis Hukum Islam Penerapan
Asas Contra Legem Dalam Putusan Pembagian Harta
Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
71/Pdt.G/ 2013/ PA Sdj.” Hasil dari penelitian ini adalah

7 Suratman dan Phillips Dillah, Metode Hukum Penelitian
Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cet. Ke-2,
(Bandung: Alfabeta, 2017), him.11
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bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
memutus perkara harta bersama dengan menerapkan
Contra Legem sudah benar. Penerapan Asas Contra Legem
juga sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 229 KHI.1

Kedua Skripsi disusun oleh Min A’ida Atsafa
(2021) dengan judul “Analisis Pemikiran Ijtihad
Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam Penerapan Asas
Contra Legem Terhadap Perkara Putusan Pembagian Harta
Bersama (Studi Kasus Nomor 484/ Pdt.G/2020/Pta.Shy).
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara harta
bersama sudah benar. Skripsi ini menggunakan analisis
yuridis sehingga relevan dengan pemikiran kontemporer
Yusuf al-Qardhawi yaitu ijtihad intiga'l dan ijtihad Insya'i.
ljtihad Intiga'l. ijtihad tersebut adalah upaya yang
dilakukan para ulama dengan cara menyelesaikan beberapa
pendapat para ahli fikih dan ulama pada masa lampau dan
memilah dalil yang terkuat untuk dijadikan putusan. Ijtihad

Insya'l adalah ijtihad dalam bentuk menggali hukum baru

18 Nur Mazidah, Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra
Legem Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA Sda,”Skripsi UIN Sunan
Ampel Surabaya (2017), him.104
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yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya dari para ahli
fikih dan ulama terdahulu.®

Ketiga, skripsi disusun oleh Nada Annisatun
Khafidoh (2022) dengan judul “Contra Legem Putusan
Pengadilan Agama Metro Nomor
1921/Pdt.G/2017/PA.Mt.” Hasil dari penelitian ini adalah
hakim menolak gugatan penggugat yang mengajukan hak
asuh anaknya jatuh ke pihak penggugat, karena hakim
merasa bahwa lebih mementingkan hak anak. Hakim
menerapkan Asas Contra Legem dengan keluar dari Pasal
105 KHI dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut tidak
sesuai fakta kasus.?°

Keempat, artikel jurnal yang disusun oleh Rogaiyah
(2018) dalam “Putusan Contra Legem Sebagai
Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan
Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010
dan Putusan Kasasi Nomor 110/K/AG/2007).” Bahwa hasil
penelitian menunjukan bahwa putusan hakim yang bersifat

Contra Legem sejatinya adalah upaya hakim melalui

19 Min A’ida Astafa, “Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer
Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penerapan Asas Contra Legem Terhadap
Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Nomor 484/Pdt.G/2020/
PTA Sby,”Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2021), him.98.

20 Nada Anisatun Khafidoh, “Contra Legem Putusan Pengadilan
Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt” Skripsi UIN Sunan
Gunung Jati (2022), him.2.
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penemuan hukum untuk mengkontektualisasikan hukum itu
sendiri demi mewujudkan keadilan.?

Kelima, artikel jurnal yang disusun oleh Ayi
Abdurrahman, Ahmad Mulyadi Kosim dan Sutisna dalam
“Penerapan Asas lus Contra Legem Dalam Pembagian
Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Depok.” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
berdasarkan fakta-fakta di persidangan jika pasal 97 KHI
diterapkan secara leterlek pada kasus ini tidak relevan.
Majelis berpendapat prosentase tujuh puluh lima untuk
tergugat dan dua puluh lima untuk penggugat sangatlah
adil, mengingat sumber dana untuk membangun rumah
yang menjadi objek sengketa didominasi dari kontribusi
isteri, termasuk ada diantaranya hibah dari orang tua
isteri.??

Dari beberapa penjelasan telaah pustaka di atas, ada
beberapa  perbedaan penelitian dengan penelitian
sebelumnya yaitu urgensitas dan karateristik kasus berbeda

dengan penelitian sebelumnya serta lokasi penelitian

2l Rogaiyah, “Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi
Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan
Kasasi Nomor 16/K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor
110/K/AG/2007),” Qiyas Vol 3:2 (2018), him.193.

22 Ayi Abdurahman dkk, Penerapan Asas lus Contra Legem

Dalam Pembagian Harta Bersama Di Depok (Analisis Hakim Pengadilan
Agama Depok), Mizan Vol 1:2 (2017), him.127.
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diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan
pendekatan pembahasannya menggunakan penerapan Asas
Contra Legem dan Magqosid Syari" ah.

Berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan
penelitian terdahulu dan penelitian sekarang untuk

mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

dan penelitian sekarang.

Tabel 1.1 Telaah Pustaka

Perbedaan
No | Nama Judul Persamaan | Penelitian | Penelitian
Terdahulu | Sekarang
1 Nur Analisis Persamaan penelitian Penelitian
Mazid | Hukum nya adalah terdahulu sekarang
ah Islam sama-sama menerapka | menerapka
Penerapan | menggunaka | n Asas n Asas
Asas n kajian teori | Contra Contra
Contra Asas Contra | Legem Legem
Legem Legem pada kasus | pada
Dalam dalam harta Perkara
Putusan penerapan bersama Waris
Harta kasus serta dengan dengan
Bersama menggunaka | tempat tempat
Studi n teori penelitian | penelitian
Kasus hukum di PA di PA
Pengadila | islam. Sidoarjo, Kabupaten
n Agama serta Kediri,
Sidoarjo pendekatan | serta
Nomor nya mengguna
71/Pdt.G/ mengguna | kan
2013/PA. kan pendekatan
Sdj. Hukum Maqosid
Islam SyarT ah.
(Kompilasi
Hukum
Islam)
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Perbedaan
No | Nama Judul Persamaan | Penelitian | Penelitian
Terdahulu | Sekarang
2 Min Analisis Persamaan penelitian | Penelitian
A’ida | Pemikiran | nya adalah terdahulu sekarang
A ljtihad sama-sama menerapka | menerapka
Kontempo | menggunaka | n Asas | n Asas
rer Yusuf | nteori kajian | Contra Contra
Al- Asas Contra | Legem Legem
Qordhawi | Legem pada pada
dalam dalam perkara perkara
Penerapan | penerapan harta waris
Asas kasus untuk | bersama dengan
Contra memenuhi dengan tempat
Legem rasa tempat penelitian
Terhadap | keadilan. penelitian | di PA
Perkara di Pta | Kabupaten
Putusan Surabaya, | Kediri,
Harta serta serta
Bersama pendekatan | mengguna
(Studi nya ka
Kasus mengguna | pendekatan
Nomor kan Magqosid
484/Pdt.G analisis SyarT ah.
/2020/Pta. ijtihad
Shy kontempor
er  Yusuf
Al-
Qardhawi
3 Nada | Contra Persamaan penelitian | Penelitian
Anisat | Legem nya adalah | terdahulu sekarang
un Putusan sama-sama menerapka | menerapka
Pengadila | menggunaka | n Asas | n Asas
n Agama | n teori kajian | Contra Contra
Metro Asas Contra | Legem Legem
Nomor Legem dalam | pada pada
1921/Pdt. | penerapan perkara perkara
G/2017/P | kasusdengan | hak anak | waris
AMt metode dengan dengan
konstruksi tempat tempat
hukum. penelitian | penelitian
di di PA
Pengadilan | Kabupaten
Agama Kediri,
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Perbedaan
No | Nama Judul Persamaan | Penelitian | Penelitian
Terdahulu | Sekarang
Metro, serta
serta metode
Surabaya, | konstruksi
serta hukumnya
metode mengguna
kontruksi kan
hukum nya | Analogi
mengguna | hukum
kan (Argument
pengahalus | um per
an hukum | Analogium
(rechsverfi | )
njini-ng)
4 Rogai | Putusan Persamaan penelitian | penelitian
yah Contra nya adalah | terdahulu sekarang
Legem sama-sama menerapka | menerapka
sebagai menerapkan | n Asas | n Asas
Implentasi | kajian Asas | Contra Contra
Penemuan | Contra Legem Legem
Hakim Legem dalam | pada perkara
oleh Perkara perkara waris yaitu
Hakim di | Waris untuk | kasasi beralih
Peradilan | memenuhi waris yaitu | mengguna
Agama rasa penerima kan harta
(Studi keadilan. waris beda | bersama
Kasus agama. untuk
Putusan mencapai
Kasasi filosofis
Nomor mengadili,
110/K/AG sehingga
/2007 analisis
kasusnya
berbeda.
5 Ayi Penerapan | Persamaan penelitian | Penelitian
Abdur | Asas lus | nya adalah | terdahulu sekarang
rahma | Contra sama-sama menerapka | menerapka
, Legem menggunaka | n Asas | n Asas
Ahma | dalam n teori kajian | Contra Contra
d Pembagia | Asas Contra | Legem Legem
Mulya | n Harta | Legemdalam | pada kasus | pada
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Perbedaan
No | Nama Judul Persamaan | Penelitian | Penelitian
Terdahulu | Sekarang
di dan | Bersama.; | penerapan harta perkara
Sutisn | Analisis kasus untuk | bersama waris
a Pertimban | memenuhi dengan dengan
gan rasa tempat tempat
Hakim keadilan. penelitian | penelitian
Pengadila di di PA
n Agama Pengadilan | Kabupaten
Depok Agama Kediri.
Depok

E. Kerangka Teori

1. Asas Contra Legem
Asas Contra Legem berasal dari bahasa latin
yaitu berbeda dengan hukum yang berlaku sehingga
tidak

pertimbangan. 2 Asas Contra Legem merupakan

hakim menggunakan  sebagai  dasar
sebuah putusan hakim yang mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang ada karena
undang-undang tersebut tidak jelas atau tidak ada,
sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar
Hakim

diperbolehkan menerapkan Asas Contra Legem

pertimbangan dalam  sebuah putusan.

dalam menyelesaikan suatu perkara dengan alasan

23 https://kamushukum.web.id/arti-kata/contra-legem/ diakses 22

Februari 2023.
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bahwa undang-undang yang tertulis tidak
menciptakan rasa keadilan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas Contra Legem merupakan penjabaran
nilai-nilai hukum progresif yang dilakukan oleh
hakim dalam menjawab suatu persoalan yang tidak
terdapat aturan hukumnya atau belum jelas aturan
hukumnya. Penerapan Asas Contra Legem menjadi
salah satu alternatif hakim ketika undang-undang
tidak dapat mencapai suatu rasa keadilan. Upaya-
upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memenuhi
rasa keadilan yaitu hakim menciptakan hukum,
menafsirkan hukum dan konstruksi hukum yang
bertujuan agar terpenuhi nilai-nilai keadilan di
masyarakat. 2

Dalam perkara waris penerapan Asas Contra
Legem dapat memberi rasa keadilan kepada para
pihak yang selama hidupnya telah berjasa kepada
pewaris. Peraturan pembagian waris agama islam
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI

yang merupakan kodifikasi hukum islam sebagai

2 pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
% Luh Gede Siska, “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim
Penjabaran Nilai Hukum Progresif” Kerta Semaya, Vol 1:10 (2013), him.3.
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hukum terapan yang disarikan dari nash (Al-Qur’an
atau Sunnah). Hakim memang tidak diperkenankan
menyimpangi hukum islam, akan tetapi hakim wajib
menggali filosifi mengadili sebagaimana yang
tercantum dalam ira-ira putusan (Demi Keadilan
Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa).?
2. Teori Magosid Syari ah

Magqosid  Syariah merupakan  sebuah
konsep yang sangat relevan dipergunakan oleh umat
islam dalam menyelesaikan masalah-masalah baru
yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berkembang setiap hari.?” Magosid
Syart* ah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu
Ishaq al-Syatibi yang menurutnya Allah telah
menurunkan syariat-syariatnya untuk mencapai
kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan.
Maqosid Syari-ah memiliki lima unsur pokok
diantaranya: menjaga agama (Hifzu Ad-Din),

menjaga jiwa (Hifzu An-Nafs), menjaga akal (Hitzu

% pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

27 https://core.ac.uk/download/pdf/130812308.pdf diakses pada
tanggal 12 Januari 2023.
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‘Agl), menjaga keturunan (Hifzu An-Nasl), dan
menjaga harta (Hifzu Al-Mal).?®

Berkembangnya suatu masa membuat
masalah yang dihadapi manusia semakin banyak,
sehingga banyak kasus-kasus yang terus berkembang
akan tetapi belum ada aturan yang mengatur kasus-
kasus tersebut, sehingga diperlukan 7jtihad hakim.
Tujuan adanya 7jtihad dari para hakim adalah untuk
menciptakan rasa keadilan, sehingga Jjtihad harus
memperhatikan maslahah yang didapat jika 7jtihad
tersebut diterapkan.

[jtihad hakim adalah suatu penemuan
hukum yang harus memperhatikan lima unsur
Magqosid Syart ah yaitu menjaga agama (Hifzu Ad-
Din), menjaga jiwa (Hifzu An-Nafs), menjaga akal
(Hifzu Agl), menjaga keturunan (Hifzu An-Nasl),
dan menjaga harta (Hifzu Al-Mal). Apabila lima
unsur Magqosid Syari ah terpenuhi, maka Fjtihad
tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan
sebuah kasus yang belum diatur di dalam nash atau

undang-undang.

28 Abdurrahman Kasdi, “ Magqosid Syari* ah prespektif pemikiran

Imam Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat”, Yudisia, Vol 5:1 (2014),

him.56.
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Penerapan Asas Contra Legem adalah
sebuah hasil ijtihad para hakim untuk menjaga lima
unsur pokok dari Maqosid Syari* ah. Dalam memutus
suatu kasus, diperlukan pertimbangan hukum
berdasarkan peristiwa kasusnya. Dalam islam hakim
wajib untuk bertindak adil, sehingga penerapan Asas
Contra Legem oleh hakim sangat relevan dengan
pendekatan prespektif Magosid Syari ah.

F. Metode Penelitian

Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitiannya adalah  penelitian
Normatif yaitu mengkaji dokumen yang meliputi
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
teori hukum dan pendapat ahli di bidang hukum.?®
Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji putusan
Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.
2. Sifat Penelitian
Pada penelitian Penerapan Asas Contra
Legem bersifat deskriptif analitik yaitu memaparkan
perkara waris Nomor 2483.Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr

29 https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-
hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/ diakses pada
tanggal 30 Juli 2023



https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
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dan memaparkan penerapan Asas Contra Legem
dalam putusan waris, kemudian dianalisis dengan
menggunakan prespektif Magqosid Syart ah.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan
pendekatan kasus (Case Approch) yaitu penelitian
normatif dengan menelaah pertimbangan dan putusan
hakim dengan tujuan mencari nilai keadilan terhadap
peristiwaa hukum. *° Penelitian ini menggunakan
putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr
dengan menerapkan Asas Contra Legem yang sesuai
dengan pertimbangan hakim untuk mewujudkan rasa
keadilan. membahas berdasarkan bahan hukum
utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang ada hubungannya dengan penelitian
ini.

4. Jenis Data Penelitian

Data ~ penelitan  adalah ~ data yang
dikumpulkan sebagai sebuah penunjang penelitian.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data

30 https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-
statute-approach-dalam-penelitian-hukum/ diakses 30 Juli 2023
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sekunder yang memiliki tiga bahan hukum, antara

lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum

yang paling utama dalam penelitian. 3' Bahan
hukum primer pada penelitian ini adalah dalam
penelitian ini adalah putusan perkara waris Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan
yang relevan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum

yang membantu menganalisis dan memahami
bahan hukum primer dengan menggunakan semua
publikasi tentang hukum seperti jurnal, skripsi,
buku-buku literatur, dan hasil-hasil penelitian
terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk

memberikan penjelasan pada bahan hukum primer

31 https://simdos.unud.ac.id/uplouds/file-penelitian-1-
dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf diakses 30 Juli 2023.

%2 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum
Penemuan Hukum, Cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), him.71.


https://simdos.unud.ac.id/uplouds/file-penelitian-1-dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf
https://simdos.unud.ac.id/uplouds/file-penelitian-1-dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf

26

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier
seperti kamus hukum, media masa dan internet.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan Data dalam penelitian Perkara
Waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr sebagai
berikut:
a. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini adalah studi pustaka (library reserch) yaitu
menelaah bahan-bahan hukum seperti bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier untuk memperjelas dan memberi
petunjuk pada penelitian.®*
b. Wawancara
Wawancara dilakukan melalui percakapan
tatap muka dengan menyusun pertanyaan sebagai
pedoman wawancara dengan narasumber yang
terkait dengan penelitian. Pada penelitian ini
peneliti melakukan wawancara dengan hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selaku

33 https://simdos.unud.ac.id/uplouds/file-penelitian-1-
dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf diakses 30 Juli 2023.

3 https://katadata.co.id/agung/berita/62e773e3da762/studi-
pustaka-adalah-refrensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapnya diakses 30
Juli 2023.
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ketua majelis hakim dalam memutus perkara
waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.®
6. Teknik Analisis data
Teknik analisis deduktif yaitu penerapan Asas
Contra Legem pada perkara waris dan menganalisis
hasil wawancara sehingga mendapatkan data dan
analisis yang akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
dan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan uraian yang membahas
tentang penerapan Contra Legem dalam perkara waris
meliputi pengertian Contra Legem dan Magqosid Syari* ah.

Bab ketiga tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri yaitu sejarah terbentuknya
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian tentang
struktur pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

3 https://eprints.umsida.ac.id/454/1/coba%20google.pdf diakses
pada tanggal 02 Februari 2023
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Bab keempat Pembahasan Penerapan Asas Contra
Legem Putusan Hakim pada perkara Waris (Studi Putusan
Pengadilan Agama  Kabupaten  Kediri  Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
a. Ringkasan putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr
b. Dasar Pertimbangan hakim menerapkan Asas Contra

Legem dalam Putusan Nomor
2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

c. Penerapan Asas Contra Legem prespektif Magosid
Syari* ah. merupakan kajian penerapan Asas Contra
Legem dalam prespektif Magosid Syarr ah.

Bab kelima merupakan penutup, yang memuat
kesimpulan dan saran dari penelitian penerapan Asas
Contra Legem Putusan Hakim Pada Perkara Waris (Studi
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA .Kab.Kdr)



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan
dalam penelitian Asas Contra Legem dalam Putusan
Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri, maka penulis dapat mengambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam  Putusan  Perkara  Nomor
2434/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kediri hakim
menerapkan Asas Contra Legem pada perkara waris
dengan pertimbangan bahwa Penggugat memiliki
jasa yang cukup besar seperti merawat pewaris (ibu
mertua) dan ikut merenovasi rumah obyek sengkata
yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam
pembagian waris antara penggugat dan alamrhum
suaminya adalah menggunakan pembagian harta
bawaan yang sesuai dengan Pasal 35 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Hasil pembagian waris dengan
menerapkan pembagian Normatif, maka Penggugat
mendapatkan bagian lebih sedikit dari para
Tergugat. Sehingga, pembagian menggunakan
pembagian normatif tidak relevan dengan fakta

kehidupan. Hakim menerapkan metode konstruksi

150
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hukum vyaitu hakim menggunakan filosofis
mengadili dengan beralih mengunakan ketentuan
harta bawaan yaitu Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta Perkawinan.
Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada
pemisahan harta selama perkawinan, sehingga
penerapan pembagian harta bersama dapat
dilaksanakan.

2. Bahwa penerapan Asas Contra Legem Nomor
2483/Pdt.G/2021/PA.Kab/Kdr dalam prespektif
Magqosid Syari ah adalah sebuah 7jtihad para hakim
untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.
Penerapan Asas Contra Legem pada putusan waris
sangat sejalan denhgan tiga lunsur pokok yaitu
pemeliharaan jiwa (Hifzu An-Nafs), pemeliharaan
akal (Hifzu ‘Aql), dan pemeliharan harta (Hifzu Al-
Mal).

B. Saran
1. Hakim dalam  melaksanakan  tugas-tugas
khususnya mengenai pembagian harta waris
senantiasa berpegang pada undang-undang, karena
sejak awal Al-Quran telah memberikan pedoman
untuk itu dan agar pembagian harta waris
dilaksanakan  secara  professional  dengan
memperhatikan illat/peristiwa kasusnya. Hal ini
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berkaitan dengan undang-undang tersebut,
penalaran terhadap situasi dan kondisi kasus
peristiwanya harus dilakukan secara konsisten.

Untuk para ahli waris haruslah bersikap baik demi
terciptanya sebuah keluarga yang baik, harmonis,
terjaga silaturahmi dalam komunitas keluarga

besarnya.
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